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Sebagian wilay ah di Batam akan bertransformas- kepastian hukum di dunia usaha  Natuna dan Anambas juge Nantinya pelabuban peti k
«i dari Free Trage Zone (F1Z) menjadi Kawasan i ‘I‘LuLnn_ Sabtu (7/4) diusulkan agar dijadikan REK i akan dikelola badan |
Ekonomi KRUsuUs (KEW) Pengusaha lebih memil- Padahal, Kepri akan dipadikan h.lh_nu- Pariwisata sendirl. Badan Pengusa
e . e serumiah tink KEK Salah satu Gubertiur, Wali Kota Hatam (RP} Batam yang sebelun
h FTZ dipertahankan dari pada menggantinya vang sudah jadi adalah KEK Rudi. Kepala Badan Pengusa Mol dengan Gubermur kep
dengan AER Cialang Batang di Bintan yang haan (BPY Batam sudah men surdin Basirun, mengakil
ditctapkan dengan Peraturan gadakan rapat dengan Menko berperan mendubung. N
MARTUA EUTAR-EUTAR‘ Batam Pemerintah Perckonoman Darmin Nasution untuk pengelolaannya,
wasih banyak titik lain di membahas KEK Tanjungsauh hadan usaha tersendin
RN ETUA Kamar Dagaig Jab bami tidak tahu formula Kbk Kepri vang akan dijadikan KEK dan sudah ada kesepabaman Kepala BF Batam Lukit
wlus boadin) Provins: hopn mau dibawa kemana,” hata seperti Pulau Asam boarimuin, bersama Sabtu (7/4) mengatahan
s taarui Maulana mengatakai Maaral vang disambung hetud kemudian Pulang Rempang Pelabuban pett kemas Tanjungsauh, pengcioiaa
W k hadimva hbb koadin Batam, Jad Rajapukguk, Lalang, Tanjungsauh Batam lanjung Sauh pun akan dilakukan konsorsium antar
LUKITA b amu tetap 1 han F1Z tha prhaknya lebih ingin ada rermasuk dn hola Fatam sendin dietaphan menjadi KEK Rersan s e Wal |




Pengusaha .......dari halaman 1

perusahaan lokal dan
investor asing.

"Usulan Pemprov juga,
badan usaha sendiri. Jadi
badan pengelolaan sendiri
di bawah Dewan Kawasan.
Tapi ada Pemko yang
mengatur administrasi
kotanya,” bebernya.

BP Batam diakui men-
dukung penuh percepatdn
KEK di Tanjungsauh. Hal
itu diakui sebagai titik awal
pengembangan. Sehingga
status hutan lindung di
beberapa titik di Tanjung-
sauh cepat berubah.
“Karena kondisi hutan
lindung, jadi kita dorong
dipercepat. Ttu menjadi titik
awal (status KEK),”
harapnya.

Sementara untuk KEK
Batam, diakui akan dilaku-
kan percepatan. Nantinya
akan dilakukan pembahasan
lebih lanjut dengan pelaku
usaha, Wali Kota Batam dan
Bea Cukai. "Kita mau
memperjelas sebelum ada
perubahan,” imbuhnya.

Nantinya konsep KEK
dengan Dewan Kawasan
tersendiri dan posisi Pemko
Batam di sana, akan

' i ke Dewan
Kawasan Nasional (DKN).
“Sepertl Galang Batang
Bintan. Ada dewan ka-
‘wasan, ada badan pengelo-
la, dan untuk administra-
tormya ada di Pemkab
‘Bintan,” jelasnyd.
Terkait status lahan

Tanjung Sauh, berdasarkan
Keppres 56/1984 disebutkan
jika Tanjung sauh masuk ke
wilayah kerja otoritas BP
Batam. Namun dalam PP 44/
2007, tidak masuk dalam

wilayah FTZ.
Sementara pada Perpres

87 tahun 201 1 tentang
rencana tata ruang wilayah
kawasan perdagangan dan
pelabuhan bebas, Batam,
Bintan dan Karimun,
menyebutkan soal Tanjung
Sauh.

Jaringan jalan bebas
hambatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20
huruf d di Kawasan BBK
meliputi, jaringan jalan
bebas hambatan yang
berupa jembatan meliputi
Simpang Tiga Bundaran
Kabil-Pulau Tanjung Sauh-
Pulau Bintan. Demikian
salah satu bunyi pasal
Perpres itu.

Di dalam Kawasan
Ekonomi Khusus terdapat
fasilitas-fasilitas yang
diberikan untuk lebih
mensejahterakan pekerja
dan pengusaha. Bagi
pekerja dapat dibangunkan
fasilitas pendukung dan
perumahan.

Bagi pengusaha juga
terdapat fasilitas dan
kemudahan baik dari segl
perpajakan, kepabeanan,
dan cuka. Fasilitas-fasilitas
iersebut dapat digﬂlungkan
sebagal fasilitas fiskal
maupun non-fiskal.***
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